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Hukum

AdminisTrAsi

neGArA (HAn)



· Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur susunan dan kekuasaan alat perlengkapan Badan Umum, atau hukum yang mengatur semua tugas dan kewajiban dari pejabat-pejabat pemerintah di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
· Misal: Undang-undang pokok kepegawaian (UU No. 8 Th. 1974, LN. 1974 No. 55) di mana dalam undang - undang tersebut diatur hal yang berhubungan dengan Pegawai Negeri.

Hukum TATA neGARA (HTn)

Secara umum hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara
berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Van der Pot,
Hukum tata negara merupakan serangkaian peraturan yang digunakan untuk menentukan badan mana saja yang digunakan dan diperlukan, kewenangan masing-masing badan,hubungan antara badan satu dengan badan yang lain, serta hubungan dengan individu- individu didalam suatu negara.

TujuAn Hukum TATA NeGARA
Untuk menyebarluaskan pengertian yang terkandung di UUD 1945 pasca-amandemen.


Mendorong agar muncul kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajiban sebagai subjek Hukum Tata Negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945


Untuk membantu dalam memahami garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara.


Untuk mengakrabkan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.


Untuk mendorong perkembangan lebih lanjut Studi tentang Hukum Tata Negara di Indonesia.

Hukum peRdATA

· Hukum perdata biasa disebut dengan hukum privat. Hukum perdata fungsi nya untuk menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi.
Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.
· Contohnya seperti hukum tentang warisan, hukum tentang perceraian, hukum tentang pencemaran nama baik
dan hukum perikatan

Hukum isLAm


Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya.



Sumber Hukum Islam ;
1. Alqur'an
2. Al-Hadist
3. Ijma‘
4. Qiyas

Macam macam hukum islam ;
1. Wajib,
2. Sunnah,
3. Haram
4. Makruh,
5. Mubah

Hukum ACARA

Hukum acara (dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan) adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum.



Hukum acara di Indonesia juga diatur oleh peraturan-peraturan subsidair lainnya, yang mengatur hal-hal khusus, seperti undang-undang mahkamah agung, undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan umum, dan yurisprudensi, peraturan, dan instruksi mahkamah agung.

Hukum pidAnA

· Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
· Menurut Prof moeljanto ,S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan.

Hukum

pAJAk

(HUKUM FISKAL)




· Hukum pajak merupakan seperangkat atau sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak.
· Menurut santoso brotodiharjo : hukum pajak adalah aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara.

Fungsi Hukum Pajak
· Sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan, efisien, serta diatur dengan jelas dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri.
· Sebagai sumber yang menerangkan tentang subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.

POKOK-POKOK yAnG diATuR dALAm
mAsinG-mAsinG Jenis LApAnGAn Hukum.HTN
mengatur tentang norma dan prinsip hukum
yang tertulis dalam praktek kenegaraan.
PIDANA	Mengatur tentang
pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan- kejahatan terhadap kepentingan umum
PAJAK
mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak.

	HAN
mengatur pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
ACARA	mengatur tata cara
dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
ISLAM
1. Hubungan manusia dengan Allah Subhana hu wata'ala sebagai penciptanya.
2. Hubungan manusia dengan sesamanya.
PERDATA
1. Hukum tentang
diri seseorang
2. Hukum Keluarga,
3. Hukum Kekayaan,
4. Hukum Waris,










AnALisis DuGAAn

RS.UMMI BoGoR

yAnG TidAk TRAnspARAn TenTAnG

HAsiL SwAb Rizieq

SHiHAb





Dalam kasus ini, kepulangan Habib Rizieq Shihab berdampak pada terjadinya kerumunan besar yang tidak bisa dihindari dimasa pandemi Covid 19, yang mana kerumunan masyarakat tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Maka dari itu, Kepolisian meminta hasil tes Swab Covid 19 dari HRS yang dilaksanakannya secara diam diam di Rumah Sakit UMMI Bogor.

Ada dugaan bahwa RS. Ummi Bogor menutup nutupi hasil Tes Swab dari HRS. Yang mana RS. Ummi telah melanggar beberapa Undang Undang, yaitu :

Undang Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN

BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK
KEDOKTERAN

Paragraf 4
Rahasia Kedokteran
Pasal 48
(2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan
pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Undang Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN
BAB VI
UPAYA KESEHATAN

Paragraf Kedua Perlindungan Pasien Pasal 57
(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku dalam hal:
a. perintah undang-undang;
b. perintah pengadilan;
c. izin yang bersangkutan;
d. kepentingan masyarakat; atau
e. kepentingan orang tersebut.

Karena kasus ini menyangkut soal transparansi layanan publik pada saaat bencana, maka RS. UMMI terancam telah melanggar Undang Undang berikut :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 17
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;





[image: ]HAL HAL YAnG dijeLAskAn TAdi bisA sAJA mAsuk kedALAm Hukum pidAnA; TeTApi, pemApARAn AnALisis diATAs mAsiH meRupAkAn duGAAn dARi kAsus kepuLAnGAn HRS dAn beLum bAnyAk penGembAnGAnnyA. MAkA beLum bisA disebuT sebAGAi Hukum pidAnA.




SekiAn

dAn

TeRimA

kAsiH














CREDITS:
This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik.
Please keep this slide for attribution.
image5.png




image95.png




image96.png




image97.png




image98.png




image99.png




image100.png




image101.png




image102.png




image103.png




image104.png




image6.png




image105.png




image106.png




image107.png




image108.png




image109.png




image110.png




image111.png




image112.png




image113.png




image114.png




image7.png




image115.png




image116.png




image117.png




image118.png




image119.png




image120.png




image121.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image1.png
%:EM




image55.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png




image61.png




image62.png




image63.png




image64.png




image2.png




image65.png




image66.png




image67.png




image68.png




image69.png




image70.png




image71.png




image72.png




image73.png




image74.png




image3.png




image75.png




image76.png




image77.png




image78.png




image79.png




image80.png




image81.png




image82.png




image83.png




image84.png




image4.png
%:EM




image85.png




image86.png




image87.png




image88.png




image89.png




image90.png




image91.png




image92.png




image93.png




image94.png




